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ABSTRAK 
MUHAMMAD AMINSYAH DUHRIN (B11107729) Tinjauan Kriminologis 
Terhadap Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor Di Kabupaten 
Pangkep Penulisan Skripsi ini ( dibimbing oleh Prof. Dr. Andi Sofyan, 
SH.,MH , selaku Pembimbing I dan, Dr. Amir Ilyas, SH.,MH selaku 
Pembimbing II ) 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor 
penyebab terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor di 
Kabupaten Pangkep selama 3 tahun terakhir ( Tahun 2009 sampai 2011) 
Penelitian ini dilaksanakan di Polres Pangkep, Rumah Tahanan 
kelas IIB Pangkep serta di beberapa tempat yang menyediakan bahan 
pustaka yaitu Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan 
Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin, Metode penelitian yang 
digunakan adalah metode penelitian Kepustakaan dan metode penelitian 
lapangan. Data diperoleh baik data primer maupun data sekunder dari 
hasil wawancara dan dokumentasi diolah dan dianalisis secara kualitatif 
dan disajikan secara deskriptif. 
 
Hasil penelitian antara lain: Faktor-faktor yang menyebabkan 
terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor bermotor di 
kabupaten pangkep dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 yaitu; 
faktor yang berasal dari dalam diri pelaku karena sakit hati, irihati. Selain 
itu ada juga faktor yang berasal dari luar diri pelaku yaitu, faktor ekonomi, 
faktor kurangnya penghayatan agama dan faktor kurangnya pengetahuan 
tentang hukum. 
Adapun upaya yang  ditempuh oleh aparat penegak hukum dalam 
rangka menanggulangi kejahatan pencurian kendaraan bermotor di 
kabupaten pangkep, secara garis besarnya dilakukan dua upaya yakni; (1) 
upaya pencegahan/preventif yaitu memberikan penyuluhan mengenai 
lingkungan keluarga agar tercipta atau terjalin hubungan yang harmonis 
antara masyarakat sehingga tercipta rasa kekeluargaan,dan (2) Upaya 
pemberantasan/represif yaitu melakukan penangkapan terhadap pelaku 
(perempuan) yang melakukan pembunuhan terhadap orang lain. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Negara kita adalah negara berkembang yang sedang 
melaksanakan pembangunan di segala bidang, dengan tujuan pokok 
untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan lahir dan batin bagi 
seluruh rakyat Indonesia. Hal ini dapat tercapai apabila masyarakat 
mempunyai kesadaran bernegara dan berusaha untuk mewujudkan 
masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Masyarakat dikatakan 
sejahtera apabila tingkat perekonomian menengah keatas dan kondisi 
keamanan yang harmonis. Hal tersebut dapat tercapai dengan cara setiap 
masyarakat berperilaku serasi dengan kepentingan yang berlaku dalam 
kehidupan masyarakat yang diwujudkan dengan bertingkah laku sesuai 
dengan norma yang berlaku di masyarakat. 
Namun belakangan ini dengan terjadinya krisis moneter yang 
berpengaruh besar terhadap masyarakat sehingga mengakibatkan 
masyarakat Indonesia mengalami krisis moral khususnya bagi masyarakat 
ekonomi menengah kebawah. Hal tersebut dapat dilihat dari semakin 
meningkatnya kejahatan dan meningkatnya pengangguran. 
Dengan meningkatnya pengangguran sangat berpengaruh besar 
terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Masyarakat dengan tingkat 
kesejahteraan yang rendah cenderung untuk tidak mempedulikan norma 
atau kaidah hukum yang berlaku. Melihat kondisi ini untuk memenuhi 
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kebutuhan, ada kecenderungan menggunakan segala cara agar 
kebutuhan tersebut dapat terpenuhi. Dari cara-cara yang digunakan ada 
yang melanggar dan tidak melanggar norma hukum. 
Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat 
dipahami dari berbagai sisi yang berbeda.Itu sebabnya dalam keseharian 
kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa 
kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Dalam pengalaman kita 
ternyata tak mudah untuk memahami kejahatan itu sendiri.Berbicara 
mengenai kejahatan khususnya pencurian,dapat terjadi dimana saja dan 
kapan saja, bahkan dapat dikatakan kejahatan terjadi pada setiap 
masyarakat, karena sifatnya yang merugikan. Oleh karena itu, setiap 
masyarakat berusaha untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya 
kejahatan.Dengan berbagai usaha untuk menghapus kejahatan ini telah di 
coba, namun demikian usaha tersebut sampai saat ini baru berhasil 
mengurangi intensitas dan kualitasnya saja. 
Masalah kejahatan adalah masalah manusia yang berupa suatu 
kenyataan sosial.Perkembangan peningkatan dan penurunan kualitas 
maupun kuantitas kejahatan, baik yang ada di daerah perkotaan maupun 
pedesaan adalah relative dan interaktif. Oleh karena itu perkembangan di 
dalam diri maupun di luar diri manusia di pengaruhi oleh kecenderungan 
dan kemampuannya untuk melakukan prilaku yang kriminal. 
Kejahatan merupakan suatu masalah yang tidak asing lagi untuk 
masyarakat indonesia yang tinggal dikota besar, tanpa terkecuali di kota 
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makassar. Kejahatan ini merupakan masalah yang cukup kompleks setiap 
waktu dihadapi pihak aparat penegak hukum. Semakin hari masalah 
kejahatan yang terjadi di Kota Makassar mengalami peningkatan yang 
signifikan, angka pengangguran yang cukup tinggi serta tajamnya 
persaingan dalam memenuhi kebutuhan hidup. 
Hal tersebut berpotensi menyebabkan semakin tingginya angka 
kejahatan yang terjadi di masyarakat. Seiring dengan berkembangnya 
zaman, cara yang dilakukan para pelaku kejahatan semakin canggih dan 
dilakukan dengan teknologi yang cukup tinggi. Kejahatan yang dilakukan 
pun semakin terorganisir dan cukup rapi. Sehingga kadang menyulitkan 
pihak berwajib dalam hal ini pihak kepolisian dalam menangkapnya. 
Kasus kejahatan yang terjadi dimasyarakat saat ini sangat beragam 
jenisnya. Kasus kejahatan konvensional yang menjadi gangguan 
keamanan dan ketertiban dalam masyarakat antara lain pencurian 
kendaraan bermotor,  pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan 
pemberatan, pemerkosaan, penyalahgunaan narkotika, kenakalan remaja 
dan judi. Kejahatan tersebut banyak terjadi di kota besar , tanpa terkecuali 
Kabupaten Pangkep. Masalah kejahatan semakin sering terjadi pada 
seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Lingkungan masyarakat 
yang beragam sangat mempengruhi seseorang dalam melakukan 
tindakan kejahatan, lingkungan kota besar yang padat  dan sibuk dengan 
berbagai aktivitas memudahkan terjadinya suatu tindak kejahatan. 
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Akhir-akhir ini di Kabupaten Pangkep terdapat kecenderungan 
meningkatnya kasus kejahatan terhadap pencurian bermotor. Selain 
melukai korbannya, pelaku juga tega untuk menghilangkan nyawa orang 
lain. 
Perhatian yang cukup besar diberikan oleh media cetak maupun 
media elektronik. Meningkatnya kasus kejahatan pencurian kendaraan 
bermotor tidak akan terelakan akibat meningkatnya lagi pertumbuhan 
kendaraan bermotor yang cukup tinggi di Kabupaten Pangkep. 
Terkadang juga peran korban disini sangat berpengaruh, kelalaian 
dalam memperhatikan faktor keselamatan akan memudahkan terjadinya 
kejahatan pencurian bermotor, dengan memarkir kendaraan bermotornya 
secara sembarangan. Tempat parkir pinggir jalan, kantor, sekolah, 
kampus dan pusat pertokoan merupakan tempat paling rawan terjadinya 
pencurian kendaraan bermotor. 
Dengan kecenderungan semakin meningkatnya angka pencurian 
kendaraan bermotor diwilayah kabupaten Pangkep dan pelaku kejahatan 
yang semakin leluasa dan berani serta modus kejahatan yang semakin 
canggih dalam melakukan tindakan pencurian kendaraan bermotor perlu 
dilakukanya tindakan baik secara preventif maupun represif pihak 
kepolisian dalam menanggulangi kejahatan pencurian bermotor, maka 
penulis memilih judul “Tinjauan Kriminologis Terhadap 
KejahatanPencurian Kendaraan Bermotor Di Kabupaten pangkep 
Dari Tahun 2009 sampai dengan 2011 “ 
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B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka permasalahan  
yang akanpenulis teliti adalah sebagai berikut: 
1. Apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan 
pencurian kendaraan bermotor  di Kabupaten Pangkep? 
2. Bagaimanakah upaya aparat penegak hukum dalam 
penanggulangan kejahatan pencurian kendaraan bermotor  di 
Kabupaten Pangkep? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 
mengetahui: 
1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kejahatan 
pencurian kendaraan bermotor  di Kabupaten Pangkep. 
2. Untuk mengetahui upaya aparat penegak hukum dalam  
penanggulangan kejahatan pencurian kendaraan bermotor  di 
Kabupaten pangkep. 
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D. Kegunaan penelitian 
Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 
1. KegunaanTeoritis 
a. Untuk  memberikan referensi tentang penjatuhan pidana 
para pelaku pencurian terhadapmasyarakat. 
b. Untuk memberikan referensi mengenai upaya hukum dari 
masyarakat dan aparat hukum dalam penanggulangan 
kejahatan pencurian. 
2. Kegunaan Praktis 
a. Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat luas 
akan resiko tindakan pencurian, terutama kepada generasi 
muda yang tingkat kematangan berfikirnya masih labil. 
b. Untuk memberikan pemahaman atau sedikit gambaran 
kepada masyarakat luas mengenai efektivitas peranan 
masyarakat dan aparat hukum dalam menanngulangi 
tindakan pencurian serta deskripsi mengenai faktor-faktor 
yang mempengaruhi tindakan sampai terjadinya pencurian. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Kriminologis 
1. Pengertian Kriminologi 
Kriminologi termasuk cabang ilmu pengetahuan yang berkembang 
pada tahun 1850 bersama-sama sosiologi, antropologi dan psikologi. 
Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang 
kejahatan, penamaan kriminologi ditemukan oleh P. Topinard (1830-1911) 
(Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001:9) seseorang ahli antropologi 
Prancis mengemukakan bahwa, “Secara harfiah kriminologi terdiri dari 
dua kata yaitu kata “Crimen” yang berarti kejahatan atau penjahat dan 
“Logos” yang berarti ilmu pengetahuan,maka kriminologi dapat berarti ilmu 
tentang kejahatan atau penjahat”. 
Menurut W.M.E, Noach (A. Gumilang,1993:3) bahwa, “Kriminologi 
adalahilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala tingkah laku yang 
tidak senonoh sebab musabab serta akibatnya”. 
Sedangkan menurut W. A. Bonger (Topo Santoso dan Eva Achjanu 
Zulfa, 2001:9),“Defenisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang 
bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya”. 
Selanjutnya W. A. Bonger (Topo Santoso dan Eva Achjanu 
Zulfa,2001:9) telah membagi Kriminologi ini menjadi Kriminologi murni 
yang mencakup:  
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1. Antropologi kriminil 
Antropologi kriminil ialah ilmu pengetahuan tentang manusia 
yang jahat (somatis). Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban 
atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya dalam 
tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa? Apakah ada 
hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan 
seterusnya. 
2. Sosiologi kriminil 
Sosiologi kriminilialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan 
sebagai suatu gejala masyarakat.Pokok persoalan yang dijawab 
oleh bidang ilmu ini adalah sampai dimana letak sebab-sebab 
kejahatan dalam masyarakat. 
3. Psikologi kriminil 
Psikologi kriminilialah ilmu pengetahuan tentang penjahat yang 
dilihat dari sudut jiwanya. 
4. Psikopatologi dan neuropatologi kriminil 
Psikopatologi dan neuropatologi kriminil ialah ilmu tentang 
penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf. 
5. Penologi 
Penologi ialah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya 
hukuman. 
 
 
Lebih lanjut W. A. Bonger (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 
2001:10) mengemukakan kriminologi terapan yaitu : 
1. Higiene kriminil 
Usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. 
Misalnya usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk 
menerapkan undang-undang, sistem jaminan hidup dan 
kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah 
terjadinya kejahatan. 
2. Politik kriminil 
Usaha penanggulangan kejahatan dimana suatu kejahatan telah 
terjadi.Disini dilihat sebab-sebab seseorang melakukan 
kejahatan.bila disebabkan oleh faktor ekonomi maka usaha yang 
dilakukan adalah meningkatkan keterampilan atau membuka 
lapangan kerja.Jadi tidak semata-mata dengan penjatuhan saksi. 
3. Kriminalistik (police scientific) 
Ilmu tentang pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan 
pengusutan kejahatan. 
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Sutherland (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001:10) 
merumuskan Kriminologi sebagai “Keseluruhan ilmu pengetahuan yang 
bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (the body of 
knowledge regarding crime as a social phenomenon)” 
. 
Lebih lanjut Sutherland (Topo Santoso dan Eva achjani Zulfa, 
2001:11) mengemukakan bahwa Kriminologi mencakup proses-proses 
pembuatan hukum,pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran 
hukum. Kriminologi dibagi menjadi 3 (tiga) cabang ilmu, yaitu: 
1. Sosiologi hukum 
Kejahatan adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan 
diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan bahwa 
sesuatu perbuatan itu adalah kejahatan adalah hukum disini 
menyelidiki sebab-sebab kejahatan harus pula menyelidiki faktor 
apa yang menyebabkan perkembangan hukum (khusus hukum 
pidana). 
2. Etiologi kejahatan 
Merupakan cabang ilmu yang mencari sebab musabab dari 
kejahatan. Dalam kriminologi,etiologi kejahatan merupakan 
kajaian yang paling utama. 
3. Peonology 
Merupakan usaha ilmu tentang hukuman yang berhubungan 
dengan usaha pengendalian kejahatan baik represif maupun 
preventif. 
 
 
Selanjutnya menurut Thorsten Sellin (Topo Santoso dan Eva 
achjani Zulfa,2001:11) bahwa, ”definisi ini diperluas dengan memasukkan 
conduct norms sebagai salah satu lingkup penelitian kriminologi, sehingga 
penekanannya disini lebih sebagai gejala sosial dalam masyarakat”. 
 
10 
 
Paul Mudigdjo Mulyono sendiri (Topo Santoso dan Eva Achjani 
Zulfa,2001:11) tidak sependapat dengan definisi yang diberikan oleh 
Sutherland yang mengemukakan, bahwa: 
Definisi itu seakan-akan tidak memberikan gambaran bahwa pelaku 
kejahatan itupun mempunyai andil atas terjadinya suatu kejahatan, 
karena terjadinya suatu kejahatan bukan semata-mata perbuatan 
yang ditentang oleh masyarakat, akan tetapi adanya dorongan dari si 
pelaku untuk melakukan perbuatan yang ditentang oleh masyarakat 
tersebut. 
 
Menurut Paul Mudigdjo Mulyono (Topo Santoso dan Eva Achjani 
Zulfa,2001:12) bahwa, “Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang 
mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia”. 
Michael dan Adler (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa,2001:12) 
berpendapat bahwa: 
Kriminologi adalah Keseluruhan keterangan mengenai perbuatan 
dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka dan cara mereka 
secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib 
masyarakat dan oleh para anggota masyarakat. 
 
Wood (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa,2001:12) 
merumuskan bahwa:  
Kriminologi sebagai Keseluruhan ilmu pengetahuan yang diperoleh 
berdasarkan teori atau pengalaman, yang bertalian dengan 
perbuatan jahat dan penjahat,termasuk didalamnya reaksi dari 
masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat. 
 
Wolfgang, Savits dan Johnston (Topo Santoso dan Eva Achjani 
Zulfa,2001:13) dalam The Sociology of Crime and Delinquency 
memberikan defenisi bahwa: 
11 
 
Kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan 
yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian 
tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisis 
secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, 
pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan 
kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap 
keduanya. 
 
Dari beberapa pengertian kriminologi yang telah dikemukakan di 
atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kriminologi pada dasarnya adalah 
ilmu yang mempelajari kejahatan, untuk memahami sebab musabab 
terjadinya kejahatan serta upaya-upaya apa yang dilakukan untuk 
menanggulangi kejahatan. 
 
2.  Ruang Lingkup Kriminologi 
Obyek kajian kriminologi terletak pada ruang lingkup 
kejahatan,Pelaku dan reaksi masyarakat terhadap kejahatan tersebut. 
Secara spesifik, kriminologi mempelajari kejahatan dari segala sudut 
pandang, namun lebih khusus kejahatan yang diatur dalam undang-
undang (selanjutnya disingkat uu). 
 
Rusli Effendi (1986:12) mengemukakan bahwa: 
Ruang  lingkup kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang 
objek kajiannya adalah kejahatan, dimana kejahatan ini adalah 
suatu gejala sosial, maka pada dasarnya kriminologi adalah suatu 
disiplin ilmu yang bersifat faktual. 
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3. Teori-teori Kriminologi 
Frank P. William III dan Marilyn McShane (1988:113) 
mengklasifikasikan teori kriminologi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu: 
1. Teori Klasik dan Teori Positivis 
Asasnya, teori klasik membahas legal statutes, struktur 
pemerintahan dan hak asasi manusia (HAM).Teori positivis 
terfokus pada patologi kriminal, penanggulangan dan perbaikan 
perilaku kriminal individu. 
2. Teori Struktural dan Teori Proses 
 Teori struktural terfokus pada cara masyarakat diorganisasikan 
dan dampak dari tingkah laku. Teori struktural juga lazim disebut 
Strain Theories karena, “Their assumption that a disorganized 
society creates strain which leads to deviant behavior”.Tegasnya, 
asumsi dasarnya adalah masyarakat yang menciptakan 
ketegangan dan dapat mengarah pada tingkah laku 
menyimpang.Sementara teori Proses, membahas, menjelaskan 
dan menganalisis bagaimana orang menjadi penjahat. 
3. Teori Konsensus dan Teori Konflik 
 Teori Konsensus menggunakan asumsi dasar bahwa dalam 
masyarakat terjadi konsensus/persetujuan sehingga terdapat nilai-
nilai bersifat umum yang kemudian disepakati secara bersama. 
 
Sedangkan teori konflik yaitu dalam masyarakat hanya terdapat 
sedikit  kesepakatan dan orang-orang berpegang pada nilai 
pertentangan. Selain itu, sebagai perbandingan John Hagan (1988:113) 
mengklasifikasikan teori-teori kriminologi menjadi 3 bagian, yaitu: 
 Teori-teori Under Control atau teori-teori untuk mengatasi perilaku 
jahat seperti teori Disorganisasi Sosial, teori Netralisasi dan teori 
Kontrol Sosial. Pada asasnya, teori-teori ini membahas mengapa 
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ada orang melanggar hukum sedangkan kebanyakan orang tidak 
demikian. 
 Teori-teori Kultur, Status dan Opportunity seperti teori Status 
Frustasi, teori Kultur Kelas dan teori Opportunity yang menekankan 
mengapa adanya sebagian kecil orang menentang aturan yang 
telah ditetapkan masyarakat dimana mereka tinggal/hidup. 
 Teori Over Control yang terdiri dari teori Labeling, teori Konflik 
Kelompok dan teori Marxis. Teori-teori ini lebih menekankan pada 
masalah mengapa orang bereaksi terhadap kejahatan. 
 
Berdasarkan klasifikasi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 
antara satu klasifikasi dengan klasifikasi yang lain tidaklah identik/sama. 
Aspek  ini teoritisi utama (dramatis personal) yang mencetuskannya. 
Selain itu, pengklasifikasian teori juga dipengaruhi adanya subyektivitas 
orang yang melakukan klasifikasi sehingga relatif menimbulkan dikotomi 
dan bersifat artifisial. 
B. Kejahatan 
1. Pengertian Kejahatan 
Kata kejahatan menurut pengertian orang banyak sehari-hari 
adalah tingkah laku atau perbuatan yang jahat yang tiap-tiap orang dapat 
merasakannya, bahwa itu jahat, seperti pembunuhan, pemerasan, 
pencurian, penadahan dan lain sebagainya yang dilakukan oleh manusia. 
Sebagaimana yang dikemukakan Rusli Effendy (1986:1) bahwa 
Kejahatan adalah delik hukum (Rechts delicten) yaitu perbuatan-
perbuatan yang meskipun yang tidak ditentukan dalam undang-
undang sebagai peristiwa pidana, tetapi dirasakan sebagai 
perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. 
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Setiap orang yang melakukan kejahatan akan diberi sanksi pidana 
yang telah diatur dalam Buku kesatu KUHPidana yang dinyatakan 
didalamnya sebagai kejahatan. Hal ini dipertegas oleh J.E Sahetapy 
(1989:11) bahwa,  
Kejahatan sebagaimana terdapat dalam perundang-undangan 
adalah setiap perbuatan (termasuk kelalaian) yang dilarang oleh 
hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi sanksi berupa 
pidana oleh negara”. 
 
Menurut A. S. Alam (2002:1) defenisi kejahatan dapat dilihat dari 
dua sudut pandang, yaitu: 
a. Dari sudut pandang hukum 
Kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar hukum pidana, 
bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan, sepanjang perbuatan itu 
tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana, perbuatan itu 
telah dianggap perbuatan yang bukan kejahatan. 
Contohnya: perbuatan seseorang yang melakukan kejahatan 
penadahan. Dilihat dari defenisi kejahatan menurut hukum, 
perbuatan itu bukan kejahatan, karena dalam perundang-
undangan pidana (KUHPidana), meskipun perbuatan itu sangat 
jelek bila dilihat dari sudut pandang agama, adat istiadat dan lain-
lainnya. 
b. Dari sudut pandang masyarakat 
Kejahatan adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma 
yang masih hidup di dalam  masyarakat. Contoh: bila seorang 
meminum minuman keras sampai mabuk, maka perbuatan itu 
merupakan kejahatan (dosa) dari sudut pandang hukum. 
 
 
Sedangkan Van Bemmelen (Roeslan Saleh 1983:17) merumuskan 
kejahatan: 
Tiap kelakuan yang bersifat merugikan, yang menimbulkan begitu 
banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga 
masyarakat itu berhak untuk mencela dan menyatakan 
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penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan 
sengaja diberikan karena kelakuan tersebut. 
 
Frank Tannembaum (J.E Sahetapy, 1979:11) menyatakan bahwa, 
“crime is eternal as society, artinya dimana ada manusia disana pasti ada 
kejahatan”. 
Lebih lanjut pengertian kejahatan dapat dilihat dari pembagian 
dibawah ini sebagai berikut: 
a. Pengertian kejahatan dari sudut pandang hukum 
Menurut A. S. Alam (2002:310), “Pengertian kejahatan darisudut 
pandang hukum adalahsuatu perbuatan yang telah diatur oleh suatu 
peraturan perundang-undangan atau satu aturan pidana”. 
b. Pengertian kejahatan dari sudut pandang sosiologi 
A. S. Alam (2002:310) mengemukakan bahwa: 
Sudut pandang sosiologi, kejahatan disebabkan karena kondisi-
kondisi dan proses-proses sosial yang sama, yang menghasilkan 
perilaku-perilaku sosial lainnya. Analisis terhadap kondisi dan 
proses-proses tersebut menghasilkan dua kesimpulan, yaitu pertama 
terdapat hubungan antara variasi angka dengan variasi organisai-
organisasi sosial dimana kejahatan tersebut terjadi.Maka angka 
kejahatan dalam masyarakat, golongan-golongan masyarakat dan 
kelompok-kelompok sosial mempunyai hubungan dengan kondisi-
kondisi dan proses-proses.Misalnya gerakan sosial, persaingan serta 
pertentangan kebudayaan, sosiologi politik, agama, dan ekonomi. 
 
Untuk lebih mengetahui pengertian kejahatan dapat dilihat dari 
pendapat beberapa pakar: 
 
16 
 
R. Soesilo (1985:19) mengemukakan bahwa: 
Kejahatan sebagai suatu perbuatan yang merumuskan kejahatan 
hukum, jika perbuatan itu bertentangan dengan asas-asas hukum 
positif yang hidup dalam rasa hukum kalangan rakyat, terlepas dari 
pada hal apakah asas-asas tersebut dicantumkan dalam Kitab 
Undang-undang Hukum Pidana. 
 
Gerson W. Bawengan (Abdul Wahid dan Muhammad Irfan 
2001:27) membagi tiga pengertian kejahatan menurut penggunaannya 
masing-masing yaitu: 
a. Pengertian secara praktis 
Kejahatan dalam pengertian ini adalah suatu pengertian yang 
merupakan pelanggaran atas norma-norma keagamaan, 
kebiasaan, kesusilaan dan norma-norma yang berasal dari adat 
istiadat yang mendapat reaksi baik berupa hukuman maupun 
pengecualian. 
 
b. Pengertian secara religius 
Kejahatan dalam arti religius ini mengidentifikasikan arti kejahatan 
dengan dosa, dan setiap dosa terancam dengan hukuman api 
neraka terhadap jiwa yang berdosa. 
 
c. Pengertian secara yuridis 
Kejahatan dalam arti yuridis disini, maka kita dapat melihat 
misalnya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana hanyalah 
setiap perbuatan yang bertentangan dengan pasal-pasal dari buku 
kedua, itulah yang disebut kejahatan. Selain KUHPidana, kita 
dapat menjumpai hukum pidana khusus, hukum pidana militer, 
fiscal, ekonomi, atau pada ketentuan lain yang menyebut suatu 
perbuatan sebagai kejahatan. 
 
 
Hal itu sejalan dengan A. Qirom Syamsuddin dan E. Sumaryono 
(Abdul Wahid dan Muhammad Irfan 2001:28) yang memberikan 
penjelasan mengenai kejahatan sebagai berikut: 
a. Segi Sosiologi 
Kejahatan yang ditekankan pada ciri-ciri khas yang dapat 
dirasakan dan diketahui oleh masyarakat tertentu.Masalahnya 
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terletak pada perbuatan moral yang dipandang secara objektif, 
yaitu jika dari sudut masyarakat dimana masyarakat dirugikan. 
b. Segi Psikologi 
Kejahatan merupakan manifestasi kejiwaan yang terungkap pada 
tingkah laku manusia yang bertentangan dengan norma-norma 
yang berlaku di masyarakat. 
c. Segi Yuridis 
Kejahatan yang dinyatakan secara formil dalam hukum pidana. 
 
 
Jadi semua perbuatan manusia yang memenuhi perumusan 
ketentuan hukum pidana secara definite dinyatakan sebagai perbuatan 
kejahatan. 
Beberapa defenisi kejahatan diatas maka dapat ditarik kesimpulan 
bahwa unsur-unsur dari kejahatan adalah perbuatan yang dilakukan 
dengan sengaja, perbuatan yang merugikan orang lain, perbuatan yang 
menimbulkan kejengkelan pada orang lain (masyarakat). 
 
2. Teori-Teori Terjadinya Kejahatan 
Para pakar mendefikasi kejahatan pidana secara yuridis dan secara 
sosiologis.Secara yuridis, kejahatan adalah tingkah laku manusia yang 
bertentangan dengan hukum, dapat dipidana, yang diatur dalam hukum 
pidana.Sedangkan secara sosiologis kejahatan adalah tindakan tertentu 
yang tidak disetujui oleh masyarakat.Kesimpulannya, kejahatan adalah 
sebuah perbuatan anti sosial, merugikan dan menjengkelkan masyarakat 
atau anggota masyarakat. 
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Dari uraian diatas, jelas bahwa kejahatan dipengaruhi oleh kondisi-
kondisi sosial yang terjadi dalam masyarakat yang secara tidak langsung 
dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan. 
Berikut beberapa faktor penyebab terjadinya kejahatan berorientasi 
pada aspek sosial yang dirumuskan oleh kongres ke-8 PBB tahun 1990 di 
Havana, Cuba, diidentifikasikan sebagai faktor kondusif penyebab 
terjadinya kejahatan (khususnya dalam masalah urban crime) antara lain: 
a. Kemiskinan, pengangguran, kebutahurufan (kebodohan). Ketiadaan 
atau  kekurangan perumahan yang layak dan sistem pendidikan 
serta latihan yang tidak cocok/serasi; 
b. Meningkatnya jumlah penduduk yang tidak mempunyai prospek 
(harapan) karena proses integrasi sosial, juga karena memburuknya 
ketimpangan-ketimpangan sosial; 
c. Mengendurnya ikatan sosial dan keluarga; 
d. Keadaan-keadaan/kondisi yang menyulitkan bagi orang-orang yang 
berimigrasi dikota-kota atau kenegara-negara lain; 
e. Rusak atau hancurnya identitas budaya asli,yang bersamaan dengan 
adanya rasisme dan diskriminasi menyebabkan kerugian/kelemahan 
dibidang sosial , kesejahteraan dan lingkungan pekerjaan; 
f. Menurun atau mundurnya (kualitas) lingkungan perkotaan yang 
mendorong peningkatan kejahatan dan berkurangnya pelayanan bagi 
tempat-tempat fasilitas lingkungan/bertetangga; 
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g. Kesulitan-kesulitan bagi orang-orang dalam masyarakat modern 
untuk berintegrasi sebagai mana dalam lingkungan masyarakatnya, 
keluarganya, tempat kerja atau lingkungan sekolahnya; 
h. Penyalahgunaan alkohol, obat bius dan lain-lain yang pemakaiannya 
juga diperlukan karena faktor-faktor yang disebut diatas; 
i. Meluasnya aktivitas kejahatan terorganisasi, khususnya 
perdagangan obat bius dan penadahan barang-barang curian; 
j. Dorongan-dorongan (khususnya oleh mass media) mengenai ide-ide 
dan sikap-sikap yang mengarah pada tindakan kekerasan, 
ketidaksamaan (hak) atau sikap-sikap tidak toleransi.  
 
Berdasarkan uraian diatas, penulis dapat menarik kesimpulan 
bahwa secara garis besar, teori-teori penyebab terjadinya kejahatan terdiri 
atas; 
 
1. Faktor ekologi 
2. Faktor konflik kebudayaan 
3. Faktor ekonomi 
4. Faktor pembelajaran dari lingkungan. 
 
Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat 
di pahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian 
kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa 
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kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Dalam pengalaman kita 
ternyata tidak mudah untuk memahami kejahatan itu sendiri. 
 
C. Tindak Pidana Pencurian 
1. Pengertian tindak pidana 
Pengertian tentang tindak opidana dalam KUHPidana dikenal 
dengan istilah straafbaarfeit dan dalam kepustakaan dalam hukum pidana 
sering menggunakan istilah delik sedangkan pembuat uu merumuskan 
suatu uu mempergunanakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan 
pidana atau tindak pidana (delict) (Amir ilyas 2012:18). 
Selanjutnya para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah 
tindak pidana atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana dengan istilah 
(Amir ilyas 2012:18): 
 
1. Straafbaarfeit adalah peristiwa pidana; 
2. Strafbare handlung diterjemahkan dengan perbuatan pidana yang 
dipergunakan oleh para sarjana pidana jerman; dan 
3. Criminal act diterjemahkan dengan istilah perbuatan criminal. 
 
Jadi istilah straafbaarfeit adalah peristiwa yang dapat dipidana atau 
perbuatan yang dipidana sedangkan delik dalam bahasa asing disebut 
delict. Yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan 
hukuman (pidana). 
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Sedangkan menurut Amir ilyas, tindak pidana adalah setiap 
perbuatan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut (Amir ilyas 
2012:18).: 
1. Perbuatan tersebut dilarang oleh uu (mencocoki rumusan 
delik). 
2. Memiliki sifat melawan hukum, dan  
3. Tidak ada alasan pembenar. 
 
2.  Jenis-jenis tindak pidana 
 Dalam membahas hukum pidana nantinya akan ditemukan 
beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. 
Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu yakni sebagai 
berikut (Amir ilyas 2012:18) : 
a) Menurut sistem KUHPidana dibedakan antara kejahatan yang 
dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III 
Alasan pembedaan antara kejahatan dengan pelanggaran adalah 
jenis pelanggaran ringan daripada kejahatan hal ini dapat diketahui 
dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada diancam dengan 
pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, 
sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana 
penjara. 
Secara kuantitatif pembuat uu membedakan delik kejahatan dan 
pelanggaran sebagai berikut : 
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1) Pasal 5 KUHPidana hanya berlaku bagi perbuatan-
perbuatan yang merupakan kejahatan di Indonesia jika 
seorang Indonesia melakukan delik diluar negeri yang 
digolongkan sebagai delik pelanggaran di Indonesia, maka 
dipandang tidak perlu dituntut. 
2) Percobaan dan membantu melakukan delik pelanggaran 
tidak dipidana, 
3) Pada pemidanaan atau pemidanaaan anak dibawah umur 
tergantung apakah itu kejahatan atau pelanggaran. 
 
b) Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana 
formil dan pidana materil. 
Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan 
sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan 
yang dirumuskan itu adalah melakukan sebuah perbuatan tertentu. 
perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan dan/atau tidak 
memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai 
syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada 
perbuatannya. Misalnya pada Pencurian Pasal 362 untuk 
selesainya pencurian digantung pada selesainya perbuatan 
mengambil. 
Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materil, inti larangan 
adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa 
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yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung 
jawabkan dan dipidana. Begitu juga untuk selesainya tindak pidana 
materil, tidak bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang 
dilakukan, tetapi sepenuhnya tergantung pada syarat timbulnya 
akibat terlarang tersebut. Misalnya, wujud membacok telah selesai 
dilakukan dalam hal pembunuhan, tetapi pembunuhan itu terjadi 
jika dari perbuatan itu belum atau tidak menilmbulkan akibat 
hilangnya nyawa korban, yang terjadi hanyalah percobaan 
pembunuhan. 
c) Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana 
sengaja (dolus) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (culpa). 
d) Berdasarkan macam perbuatannnya, dapat dibedakan tindak 
pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan dan 
tindak pidana pasif/negative, disebut juga tindak pidana omisi. 
e) Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat 
dibedakan antara tindak pidaana terjadi dalam waktu lama atau 
berlangsung lama/berlangsung terus. 
f) Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana 
umum dan tindak pidana khusus. 
g) Dilihat dari sudut subjeknya, dapat dibedakan antara tindak pidana 
communia (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang ) 
dan tindak pidana propria (tindak pidana yang hanya dapat 
dilakukan oleh orang yang berkulaitas tertentu). 
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h) Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, 
maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana 
aduan. 
i) Bersdasarkan berat ringannnya pidana yang diancamkan , maka 
dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana 
yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan. 
j) Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak 
pidana tidak terbatas macamnya, sangat tergantung kepada 
kepentingan hukum yang dilindungi dalam suatu peraturan 
perundang-undangan. 
k) Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, 
dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana 
berangkai. 
 
3.  Pencurian  
Salah satu tindak pidana yang telah dirumuskan diatas, dibahas 
mengenai tindak pidana pencurian yang termasuk di dalam tindak pidana 
formil karena tidak memerlukan dan/atau tidak memerlukan timbulnya 
suatu akibat tertentu dari perbuatan suatu syarat penyelesaian tindak 
pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya.Tindak pidana 
pencurian yang memiliki kecenderungan meningkat baik kuantitas 
maupun kualitasnya, hal ini tentunya meresahkan masyarakat dan 
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menjadi salah satu penyakit masyarakat yang harus ditindak secara 
serius. 
Mengenai tindak pidana pencurian diatur dalam BAB XXII Buku II 
Pasal 362 KUHP yang dirumuskan (Moeljatno, 128): 
Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau 
sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara 
melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara 
paling lama lima tahun atau denda paling banyak Sembilan ratus  
rupiah. 
  
Di dalam KUHPidana, tidak memberikan pengertian dari pencurian, 
hal ini dapat diketahui dalam KUHPidana BAB IX buku I tentang arti 
beberapa istilah yang dipakai dalam kitab uu tersebut tidak dijelaskan.  
Di dalam rumusan Pasal 362 KUHPidana dapat diketahui bahwa 
tindak pidana pencurian itu merupakan tindak pidana yang diancam 
hukuman adalah suatu perbuatan yang dalam hal ini adalah “mengambil” 
barang orang lain. Tetapi tidak setiap mengambil barang orang lain adalah 
pencurian, sebab ada juga mengambil barang orang lain dan kemudian 
diserahkan kepada pemiliknya dan untuk membedakan bahwa yang 
dilarang itu bukanlah setiap mengambil barang melainkan ditambah 
dengan unsur maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Sedangkan 
unsur objektif dari tindak pidana pencurian adalah perbuatan mengambil, 
barang yang keseluruhan atau sebagian milik orang lain, secara melawan 
hukum,sedangkan unsur subyektifnya adalah untuk dimiliki secara 
melawan hukum.  
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Jadi di dalam KUHPidana  tidak diterangkan mengenai pengertian 
tindak pidana pencurian secara jelas karena hanya disebutkan tentang 
unsur-unsur dari tindak pidana tersebut.  
Arti tindak pidana menurut Wirjono Prodjodikoro di dalam buku 
karangannya menyebutkan unsur khas dari tindak pidana pencurian 
adalah mengambil barang milik orang lain untuk dimilikinya (Wirjono 
Prodjodikoro, 1981 : 13). H.A.K. Moch. Anwar mengemukakan bahwa arti 
dari tindak pidana pencurian diterangkan mengenai unsur-unsur dari 
tindak pidana tersebut yang dilarang. Mengenai perbuatan yang dilarang 
unsur pokoknya adalah mengambil barang milik orang lain (Moch. Anwar 
H.A.K., 1994 : 16). 
 
4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian 
Agar dapat mengetahui apa yang sebenarnya diatur dalam pasal 
362 KUHP, maka perlu diketahui unsur-unsur dari perbuatan pencurian 
tersebut. Hal itu di maksudkan agar dapat menelaah unsur-unsur dari 
tindak pidana tersebut sehingga dapat memenuhi rumusan delik yang ada 
dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).  
Unsur-unsur dari kejahatan pencurian tersebut dibagi menjadi dua 
yaitu unsur subyektif dan unsur Obyektif (Sudarto, 1990 : 43). 
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a. Unsur - Unsur Objektif berupa : 
1. Unsur perbuatan mengambil (wegnemen) 
Dari adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini 
menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. 
Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang 
dilakukan dengan gerakan - gerakan otot yang disengaja yang pada 
umumnya dengan menggunakan jari - jari dan tangan yang kemudian 
diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan 
mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau 
ke dalam kekuasaannya.  
Sebagaimana dalam banyak tulisan, aktifitas tangan dan jari - jari 
sebagaimana tersebut di atas bukanlah merupakan syarat dari adanya 
perbuatan mangambil.Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah 
harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya 
kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya.Berdasarkan hal tersebut, 
maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan 
terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam 
kekuasaan.Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan 
sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa 
benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. 
Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata 
adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang 
artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian 
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secara sempurna.Sebagai ternyata dari Arrest Hoge Raad (HR) tanggal 
12 Nopember 1894 yang menyatakan bahwa: perbuatan mengambil telah 
selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian 
melepaskannya karena diketahui". 
 
2. Unsur benda 
Pada mulanya benda - benda yang menjadi objek pencurian ini 
sesuai dengan keterangan dalam Memorie van Toelichting (MvT) 
mengenai pembentukan pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda - 
benda bergerak (roerend goed).Benda - benda tidak bergerak, baru dapat 
menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan 
menjadi benda bergerak, misalnya sebatang pohon yang telah ditebang 
atau daun pintu rumah yang telah terlepas/dilepas.Benda bergerak adalah 
setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur 
perbuatan mengambil.Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan 
secara mutlak dan nyata adalah terhadap benda yang bergerak dan 
berwujud saja.Benda bergerak adalah setiap benda yang menurut sifatnya 
dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan (pasal 509 
KUHPerdata).Sedangkan benda yang tidak bergerak adalah benda - 
benda yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, 
suatu pengertian lawan dari benda bergerak. 
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3. Unsur sebagian maupun seluruhnya milik orang lain 
Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain , cukup 
sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik petindak itu sendiri. Seperti 
sebuah sepeda milik A dan B, yang kemudian A mengambilnya dari 
kekuasaan B lalu menjualnya. Akan tetapi bila semula sepeda tersebut 
telah berada dalam kekuasaannya kemudian menjualnya, maka bukan 
pencurian yang terjadi melainkan penggelapan (pasal 372). Siapakah 
yang diartikan dengan orang lain dalam unsur sebagian atau seluruhnya 
milik orang lain? Orang lain ini harus diartikan sebagai bukan si petindak. 
Dengan demikian maka pencurian dapat pula terjadi terhadap benda - 
benda milik suatu badan misalnya milik negara.Jadi benda yang dapat 
menjadi objek pencurian ini haruslah benda - benda yang ada pemiliknya. 
Benda - benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek 
pencurian. 
 
B. Unsur - Unsur Subjektif berupa : 
1. Maksud untuk memiliki. 
Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur 
maksud (kesengajaan sebagai maksud atau opzet als oogmerk), berupa 
unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur 
itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan 
mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. 
Dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak 
30 
 
pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak 
milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama 
tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar 
hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya 
(subjektif) saja.  
Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi 
diri sendiri (Satochid Kartanegara 1:171) atau untuk dijadikan sebagai 
barang miliknya. Apabila dihubung kan dengan unsur maksud, berarti 
sebelum melakukan per buatan mengambil dalam diri petindak sudah 
terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk 
dijadikan sebagai miliknya.  
 
2. Melawan hukum. 
Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu 
ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak 
melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah 
sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah 
bertentangan dengan hukum. Berhubung dengan alasan inilah, maka 
unsur melawan hukum dalam pencurian digolongkan ke dalam unsur 
melawan hukum subjektif.Pendapat ini kiranya sesuai dengan kete rangan 
dalam MvT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan 
dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana berarti 
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kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada di 
belakangnya (Moeljatno, 1983:182). 
Unsur maksud adalah merupakan bagian dari kesengajaan.Dalam 
praktik hukum terbukti mengenai melawan hukum dalam pencurian ini 
lebih condong diartikan sebagai melawan hukum subjektif sebagaimana 
pendapat Mahkamah Agung yang tercermin dalam pertimbangan hukum 
putusannya (No. 680 K/Pid/1982 tanggal 30-7-1983). Dimana Mahkamah 
Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta (yang 
menghukum) dan membebaskan terdakwa dengan dasar dakwaan jaksa 
penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan 
pertimbangan hukum "tidak terbukti adanya unsur melawan hukum". 
Sebab pada saat terdakwa mengambil barang-barang dari kantor, dia 
beranggapan bahwa barang-barang yang diambil terdakwaadalah milik 
almarhum suaminya. Sebagai seorang ahli waris, terdakwa barhak 
mengambil barang-barang tersebut (Yahya Harahap, 1988:868). Pada 
bagian kalimat yang berbunyi "dia beranggapan bahwa barang-barang 
yang diambil terdakwa adalah milik almarhum suaminya" adalah 
merupakan penerapan pengertian tentang melawan hukum subyektif 
pencurian pada kasus konkrit dalam putusan pengadilan. Walaupun 
sesungguhnya tidak berhak mengambil sebab barang bukan milik 
suaminya, tetapi karena dia beranggapan bahwa barang adalah milik 
suaminya, maka sikap batin terhadap perbuatan mengambil yang 
demikian, adalah merupakan tiadanya sifat melawan hukum subyektif 
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sebagaimana yang dimaksud pasal 362 KUHP. Sedangkan apa yang 
dimaksud dengan melawan hukum (wederrechtelijk) undang-undang tidak 
memberikan penjelasan lebih lanjut.  
Pada dasarnya melawan hukum adalah sifat tercelanya atau 
terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Dilihat dart mana atau oleh 
sebab apa sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu, dalam 
doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum, yaitu pertama melawan 
hukum formil, dan kedua melawan hukum materiil.  
Melawan hukum formil adalah bertentangan dengan hukum tertulis, 
artinya sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak atau 
oleh sebab dari hukum tertulis. Seperti pendapat Simons yang 
menyatakan bahwa untuk dapat dipidananya perbuatan harus mencocoki 
rumusan delik yang tersebut dalam undang-undang (Moeljatno, 
1983:132). Sedangkan melawan hukum materiil, ialah bertentangan 
dengan azas-azas hukum masyarakat, azas mana dapat saja dalam 
hukum tidak tertulis maupun sudah terbentuk dalam hukum tertulis. 
Dengan kata lain dalam melawan hukum materil ini, sifat tercelanya atau 
terlarangnya suatu perbuatan terletak pada masyarakat. Sifat tercelanya 
suatu perbuatan dari sudut masyarakat yang bersangkutan.Sebagaimana 
pendapat Vos yang menyatakan bahwa melawan hukum itu sebagai 
perbuatan yang oleh masyarakat tidak dikehendaki atau tidak 
diperbolehkan (Moeljatno, 1983:131). 
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D. Teori – Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan. 
Penggunaan upaya penal (sanksi/hukum pidana) dalam mengatur 
masyarakat (lewat perundang-undangan) pada hakikatnya merupakan 
bagian dari suatu langkah policy (kebijakan). Mengingat berbagai 
keterbatasan dan kelemahan hukum pidana sebagaimana dikemukakan 
diatas, maka dilihat dari sudut kebijakan, penggunaan atau intervensi 
penal seyogianya dilakukan dengan lebih hati-hati, cermat, hemat, selektif 
dan limitatif. Dengan kata lain, sarana penal tidak selalu harus dipanggil 
atau digunakan dalam setiap produk legislatif. 
Pendekatan dengan sarana non penal mencakup area pencegahan 
kejahatan (crime prevention) yang sangat luas.Pencegahan kejahatan 
pada dasarnya merupakan tujuan utama dari kebijakan kriminal. 
Pernyataan yang sering diungkapkan dalam kongres-kongres PBB 
mengenai "the prevention of crime and the treatment of offenders", yaitu : 
pertama, pencegahan kejahatan dan peradilan pidana janganlah 
diperlakukan atau dilihat sebagai suatu masalah yang terisolir dan 
ditangani dengan metode yang simplistik dan fragmentair, tetapi 
seyogianya dilihat sebagai masalah yang lebih kompleks dan ditangani 
dengan kebijakan atau tindakan yang luas dan menyeluruh; kedua, 
pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab 
atau kondisi-kondisi yang menyebabkan timbulnya kejahatan.  
Upaya penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang 
demikian harus merupakan strategi pokok atau mendasar dalam upaya 
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pencegahan kejahatan (the basic crime prevention strategy); tiga, 
penyebab utama dari kejahatan dibanyak negara ialah ketimpangan 
sosial, diskriminasi rasial dan diskriminasi nasional, standar hidup yang 
rendah, pengangguran dan hubungannya dengan pembangunan ekonomi, 
sistem politik, nilai-nilai sosiokultural dan perubahan masyarakat, juga 
dalam hubungannya dengan tata ekonomi dunia internasional baru.  
Berdasarkan pernyataan dalam kongres PBB di atas, terlihat bahwa 
kebijakan penanggulangan kejahatan tidak hanya akan menyembuhkan 
atau membina para terpidana (penjahat) saja, tetapi penanggulangan 
kejahatan dilakukan juga dengan upaya penyembuhan masyarakat, yaitu 
dengan menghapuskan sebab-sebab maupun kondisi-kondisi yang 
menyebabkan terjadinya kejahatan. 
Jeremy Bentham (Barda Nawawi Arief,1998 :48) pernah 
menyatakan bahwa : 
“Janganlah pidana dikenakan/digunakan apabila “groundless, 
needless, unprofitable, or inefficasious”. 
Demikian pula Herbert L. Packer (Barda Nawawi Arief;1998 :48) 
pernah mengingatkan bahwa : 
Penggunaan sanksi pidana secara sembarangan/tidak pandang 
bulu/menyamaratakan (indiscriminately) dan digunakan secara 
paksa (coercively) akan menyebabkan sarana pidana itu menjadi 
suatu pengancam yang utama. 
 
Telah diungkapkan di atas, bahwa keterbatasan hukum pidana 
dalam menanggulangi kejahatan antara lain karena penanggulangan atau 
“penyembuhan” lewat hukum pidana selama ini hanya merupakan 
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penyembuhan/pengobatan simptomatis, bukan pengobatan kausatif, dan 
pemidanaannya hanya bersifat individual/personal, tidak bersifat 
fungsional/structural. 
Dalam hal anak yang melakukan kejahatan perlu ditangani 
sedemikian rupa dengan memperhatinkan masa depannya. 
Perhatian terhadap anak dapat dilihat dari berbaagai bentuk 
peraturan perundang-undangan yang menyangkut perlindungan hak-hak 
anak, dan penegakan peraturan perundang-undangan tersebut. 
Kejahatan yang dilakukan oleh anak dapat dicegah dengan 
mengefektifkan hubungan yang harmonis antara orang tua dan anak. 
Hakikat yang terkandung dalam setiap proses hubungan antara orang tua 
dan anak, seyogianya ada empat unsur, yaitu : 
a. Pengawasan melekat; pengawasan tipe ini meliputi usaha 
penginternalisasian nilai-nilai dan norma-norma yang kita kaitkan erat 
dengan pembentukan rasa takut, rasa bersalah pada diri anak melalui 
proses pemberian kepujian. 
b. Pengawasan tidak langsung; melalui penanganan keyakinan pada diri 
anak, agar timbul perasaan dari kehendak untuk tidak melukai atau 
membikin malu keluarga. 
c. Pengawasan langsung; lebih menekankan kepada larangan dan 
pemberian umat pada anak. 
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d. Pemuasan kebutuhan; berkaitan dengan kemampuan orang tua 
dalam mempersiapkan anak untuk sukses. 
 
Penanggulangan kejahatan emperik terdiri atas tiga bagian pokok ( 
A. S. Alam, 2010:79), yaitu : 
 
1. Pre-Emtif 
Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif di sini adalah upaya-
upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah 
terjadinya tindak pidana.Usaha-usha yang dilakukan dalam 
penanggulangan kejahatan secara pre-emtif adalah menanamkan 
nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut 
terinsternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan 
untuk melakukan pelanggaran/ kejahatan tapi tidak ada niatnya 
untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. 
Jadi dalam usaha pre-emtif factor niat menjadi hilang meskipun 
ada kesempatan.Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, 
yaitu; Niat dan Kesempatan terjadi Kejahatan. Contohnya, 
ditengah malam pada saat lampu merah lalulintas menyala maka 
pengemudi itu akan berhenti dan mematuhi aturan lalulintas 
tersebut meskipun pada waktu itu tidak ada polisi yang berjaga. 
Hal ini selalui terjadi dibanyak Negara seperti Singapura, Sydney, 
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dan kota besar lainnya di dunia. Jadi dalam upaya pre-emtif faktor 
niattidak terjadi. 
2. Preventif 
Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari 
upaya pre-emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum 
terjadinya kejahatan.Dalam upaya preventif yang ditekankan 
adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. 
Contoh ada orang ingin mencuri motor tetapi kesempatan itu 
dihilangkan karena motor-motor yang ada ditempatkan di tempat 
penitipan motor, dengan demikian kesempatan menjadi hilang dan 
tidak terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya preventif kesempatan 
ditutup. 
 
3. Represif 
Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak 
pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum 
(law enforcement) dengan menjatuhkan hukuman. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
Penyusunan skripsi ini akan didahului dengan suatu penelitian 
awal. Oleh karena itu penulis mengadakan penelitian awal berupa 
mengumpulkan data yang menunjang masalah yang diteliti. Selanjutnya 
dalam penelitian ini akan dilaksanakan di Kebupaten pangkep tepatnya 
pada Polres pangkep dan Rumah Tahanan Kelas IIB Pangkep, serta 
beberapa tempat yang menyediakan bahan pustaka yaitu di Perpustakaan 
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Perpustakaan Pusat 
Universitas Hasanuddin. 
B. Jenis dan Sumber Data 
Adapun jenis dan sumber data yang akan digunakan sebagai dasar 
untuk menunjang penelitian ini adalah : 
1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung melalui 
wawancara dengan informan yaitu dengan melakukan tanya 
jawab langsung. 
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi 
keperpustakaan dengan menelaah literatur berupa buku-buku 
ilmiah, majalah, koran, internet, ataupun artikel-artikel, makalah, 
Peraturan Perundang-undangan dan lain sebagainya yang erat 
kaitannya dengan masalah yang akan diteliti. 
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C. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk memperoleh data yang diperlukan, akan dilaksanakan 
dengan cara: 
1. Wawancara (interview), yaitu dengan mendatangi informan 
dengan melakukan Tanya jawab langsung, tipe pertanyaan 
teratur dan terstruktur. Wawancara ini dilakukan kepada pihak 
yang berkompeten dengan permasalahan yang akan diteliti. 
2. Dokumentasi, yaitu dengan mempelajari penulis mengambil data 
dengan mengamati dokumen – dokumen dan arsip – arsip yang 
diberikan oleh pihak yang terkait dalamhal ini di Polres Pangkep 
dan Rumah Tahanan Kelas IIB Pangkep. 
 
D. Analisis Data 
Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian selanjutnya disusun, 
diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan 
sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas.Analisis data 
yang digunakan adalah data yang berupaya memberikan gambaran 
secara jelas dan konkrit terhadap obyek yang dibahas. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Data Kejahatan Pecurian kendaraan bermotor di kabupaten 
pangkep 
Kepolisian kabupaten pangkep, ditugaskan oleh negara sebagai 
penyidik tunggal terhadap setiap tindak pidana umum. 
Pencurian sebagai tindak pidana umum yang diatur dalam KUHP, 
adalah wewenang kepolisian untuk mengadakan penyidikan, sehingga di 
Kantor Kepolisian dapat diketahui tentang jumlah kejahatan dalam hal ini 
kejahatan pencurian kendaraan bermotor ( curanmor ). 
Delik pencurian kendaraan bermotor di kabupaten pangkep dari 
tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 adalah tercatat ada beberapa  
kasus. Untuk lebih jelasnya, dapat diketahui pada tabel sebagai berikut : 
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Tabel 1. Data Delik Pencurian kendaraan bermotor yang Dilaporkan dan 
Diselesaikan Polres pangkepDari Tahun  2009 – 2011. 
Tahun Dilaporkan Diselesaikan Persentase 
 
          2009 
2010 
2011 
 
4 
6 
1 
 
3 
5 
1 
 
36% 
54% 
10% 
Jumlah 11 9 100% 
Sumber Data : Kantor polres pangkep 2012 
 
Memperhatikan Tabel satu tersebut menunjukkan bahwa, kasus 
delik pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Pangkep dalam jangka 
waktu tahun 2009 sampaidengan tahun 2011 mengalami penurunan 
dengan perincian sebagai berikut : 
Pada tahun 2009 jumlah kasus delik pencurian kendaraan bermotor 
di Kabupaten Pangkep tercatat 4 kasus , tahun 2010 sebanyak 6 kasus 
dan tahun 2011 sebanyak 1 kasus. 
Dari sekian banyak kasus yang dilaporkan ke Polres pangkep. 
Hanya 9 kasus yang dapat diselesaikan dan dilimpahkan ke Kejaksaaan 
Negeri Pangkep. 
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Berdasarkan hasil wawancara singkat selama meneliti, Penulis 
menemukan fakta di lapangan berupa data latar belakang pendidikan dan 
status sosial pelaku pencurian yang dapat dijadikan acuan nantinya. 
Tabel 3. Data Pendidikan Pelaku Pencurian 
         
Tahun 
Pendidikan 
  
Jumlah 
Tidak 
Sekolah 
SD SMP SMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2009 
 
3 
 
        2 
2 
 
1 
 
8 Orang 
 
2010 
 
1 
2 
 
2 
 
2 
 
7 Orang 
 
2011 
 
2 
 
1 
 
1 
 
1 
 
5 Orang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jumlah 
 
6 
 
5 
 
5 
 
4 
 
20 
 
  Sumber Data: rutan pangkep 
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Berdasarkan tabel 3 tersebut di atas, jumlah pelaku pencurian 
kendaraan bermotor dari tahun 2009 sampai dengan 2011 adalah 
berjumlah 20 orang, yang mana pada tabel tersebut di atas, dijelaskan 
tentang tingkat pendidikan. Dari uraian tersebut di atas, dapat dilihat 
perbedaan tingkat pendidikan pelaku pencurian kendaraan bermotor yang 
tertinggi selama tahun 2009 sampai dengan 2011 adalah pelaku yang 
sama sekali tidak pernah mengecap pendidikan dan selanjutnya berlaku 
yang hanya sampai pada tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD).  
Tabel 4. Data Status Sosial Pelaku Pencurian kendaraan bermotor 
Tahun 
Status 
  
Jumlah 
Pelajar 
Tuna Karya 
Karya 
Pedagang Buruh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2009 
 
1 3 1 3 8 Orang 
 
2010 
 
2 2 1 1  6 Orang 
 
2011 
 
1 1 2 2 6 Orang 
 
      
Jumlah 4 6 4 6 20        
Sumber Data: rutan pangkep 
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Berdasarkan tabel tersebut di atas, terlihat bahwa pelaku pencurian 
kendaraan bermotor berdasarkan status sosial berjumlah  20 orang di 
kabupaten pangkep selama tahun 2009 sampai dengan 2011 . 
Dari uraian tersebut menunjukkan bahwa dari tiap tingkatan status 
sosial sebagai tuna karya/penganggur dan buruh memiliki jumlah yang 
tertinggi, ini berarti bahwa pelaku pencurian kendaraan bermotor selama 
tahun 2009 sampai dengan 2011 kebanyakan dilakukan oleh 
pengangguran, sedangkan selebihnya yaitu yang berstatus sebagai 
pelajar, karyawan, pedagang atau dengan profesi yang lain lebih sedikit 
melakukan pencurian kendaraan bermotor selama 2009 sampai dengan 
2011. 
Hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi tingkat status sosial 
seseorang, maka kecenderungan untuk melakukan kejahatan, khususnya 
pencurian kendaraan bermotor semakin kecil dan sebaliknya semakin 
rendah status sosial seseorang kecenderungan untuk melakukan 
kejahatan semakin besar. Hal ini dapat kita lihat dari segi kebutuhan dan 
faktor sehingga mereka melakukan tindak kejahatan.  
Menurut Reserse Guntur (wawancara 22 desember) pencurian 
merupakan tindakan kriminalitas, yang sangat mengganggu kenyamanan 
masyarakat.Untuk itu perlu tindakan konsisten yang dapat menegakkan 
hukum, sehingga terjadi kerukunan. Kemiskinan yang banyak 
mempengaruhi perilaku adalah kenyataan yang tengah terjadi di 
masyarakat, kondisi ini dapat berdampak pada beberapa aspek, yaitu 
ekonomi, sosial, dan lingkungan kehidupan pelaku tersebut, namun 
sejauh mana aktifitas itu dapat memberikan nilai positif dalam 
membangun masyarakat yang taat hukum. 
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Diharapkan dengan konsistensi dari berbagai pihak yang 
mendukung terciptanya lingkungan aman dan tenteram dapat 
meminimalisir terjadinya kejahatan yang mengganggu kenyaman rakyat 
dalam hidup bermasyarakat. 
 
Pembangunan hukum dan ketertiban sosial 
sebelum menguraikan pembangunan hukum dalam perspektif 
ketertiban sosial, kiranya kita perlu di ingatkan kembali bahwa 
sesungguhnya ketertiban itu merupakan tujuan pokok dan pertama dari 
segala hukum. Kebutuhan ketertiban ini, syarat pokok (fundamental) bagi 
adanya masyarakat suatu masyarakat manusia yang teratur. 
Di samping ketertiban, tujuan lain dari hukum adalah tercapainya 
keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan 
zamannya (Mochtar Kusumaatmaja). 
Era pembangunan pada hakikatnya adalah perubahan tidak hanya 
semata-mata perubahan fisik, tetapi (seharusnya) juga peubahan sikap 
(attitudes) manusia dalam masyarakat. Menghadapi era pembangunan 
(perubahan fisik dan sikap mental tadi), jelas hukum tidak lagi hanya 
memiliki fungsi memelihara kepastian dan ketertiban semata, tetapi 
hukum (seharusnya) memiliki fungsi sebagai alat atau pengatur atau 
sarana pembagunan dalam arti penyalur arah kegiatatan manusia ke arah 
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yang dikehendaki oleh pembangunan atau pembaharuan (Mochtar 
Kusumaatmaja, 1986: 13). 
Sesuai dengan era pembangunan hukum, kiranya perspektif yang 
tepat menurut hemat penulis adalah perspektif sarana pembaharuan. 
Perspektif ini juga telah merupaken tekad politik (political will) pemerintah 
orde baru. Hal ini tampak pada GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara) 
bab 27 bidang hukum yang antara lain menyebutkan: 
Pembinaan bidang hukum harus mampu mengarahkan dan 
menampung kebutuhan-kebutuhan hukum sesuai dengan kesadaran 
hukum rakyat yang berkembang kearah modernisasi menurut tingkat 
kemajuan pembangunan dari segala bidang sehingga tercapai ketrtiban 
dan kepastian sebagai prasarana yang harus ditujukan kearah 
peningkatan pembinaan kesatuan bangsa, sekaligus berfungsi sebagai 
sarana menunjang perkembangan modernisasi dan pembangunan 
menyeluruh. 
  
B. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Pencurian kendaraan 
bermotor di kabupaten pangkep 
Di dalam menguraikan latar belakang penyebab terjadinya 
kejahatan pada umumnya  kejahatan pencurian kendaraan bermotor, 
telah banyak sarjana dan ahli hukum mengemukakan bahwa kejahatan 
adalah hasil dari faktor-faktor timbulnya aneka ragam dan bermacam-
macam. Dan faktor-faktor itu dewasa ini dan untuk selanjutnya tidak bisa 
47 
 
di susun menurut suatu ketentuan yang berlaku umum tanpa ada 
pengecualian atau dengan kata lain untuk mengungkap kelakuan kriminal 
memang tidak ada teori ilmiahnya. 
Sebagaimana diketahui bahwa kejahatan sebagai salah satu 
fenomena sosial yang sangat mempengaruhi ketentraman dan 
kesejahteraan dalam hidup masyarakat. Oleh karenanya perbuatan 
kejahatan ini adalah perbuatan yang baik wujud dan sifat bertentangan 
dengan hukum seperti yang dikemukakan oleh Moeljatno(http://blogspot-andihukum-
penyebabkejahatandanpenanggulangannya-pubilc)bahwa: 
Perbuatan-perbuatan pidana ini menurut wujud dan sifatnya adalah 
bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, 
mereka adalah perbuatan yang melawan (melanggar hukum). Tegasnya : 
mereka merugikan masyarakat, dalam artian bertentangan dengan atau 
menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang 
baik dan adil. 
Diketahui pula bahwa kejahatan ini tidak timbul dengan sendirinya 
dan tidak dapat ditiadakan sama sekali. Selama manusia hidup 
bermasyarakat, yang dapat dilakukan hanyalah mengurangi dalam arti 
mengatasi perkembangan daripadanya, jadi bukan menghilangkannya. 
Kejahatan lainnya tetap merupakan gejala sosial yang rumit, oleh 
karena itu untuk mengetahui hal ini, perlu diketahui apakah yang menjadi 
penyebab kejahatan tersebut. 
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Kaitannya uraian di atas, maka perlu dilakukan penelitian yang 
dapat memberikan jawaban tentang sebab-sebab seseorang pelaku 
melakukan pencurian, khususnya yang terjadi di Kabupaten pangkep 
dalam jangka waktu tahun 2009 sampai dengan tahun 2011. 
Menurut Ardi selaku Staf pada Polres kabupaten pangkep 
(Wawancara 22 desember 2012 ) bahwa, ada beberapa faktor penyebab 
seseorang melakukan pencurian  terhadap orang lain sesuai yang pernah 
diproses di Polres pangkep, antara lain: 
1.Iri hati 
Perasaan iri hati salah satu faktor penyebab timbulnya delik 
pencurian kendaraan bermotor, hal ini identik yang dikemukakan oleh 
yusuf (Staf) pada Polres pangkep, bahwa:  Iri hati timbul karena 
seseorang dianggapnya sebagai saingan kepada orang lain sehingga 
berusaha untuk melakukan pencurian atau mengambil barang dari orang 
yang dianggapnya sebagai jalan keluarnya.  Atau dengan kata lain, bahwa 
pelaku pencurian yang iri hati atau tidak ingin tersaingi itu dan pada 
akhirnya akan menimbulkan rasa ingin pula memiliki barang seperti halnya 
otang lain, juga kebencian atau permusuhan kepada orang yang 
dianggapnya sebagai jalan keluarnya".  
Adapun wawancara Penulis dengan salah satu Reserse Polres 
pangkep Agus Salim (wawancara 22 desember 2012) bahwa selain dari 
dalam diri pelaku adapun faktor yang mempengaruhi seseorang 
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melakukan kejahatan pencurian yaitu faktor yang berasal dari luar individu 
itu sendiri: 
1. Faktor ekonomi 
Pada umumnya mempunyai hubungan dengan timbulnya 
kejahatan, dimana pada perkembangan perekonomian di abad modern, 
ketika tumbuh persaingan-persaingan bebas, menghidupkan daya minat 
konsumen dengan memasang iklan-iklan dan sebagainya. Hal ini 
cenderung menimbulkan keinginan-keinginan untuk memiliki barang atau 
uang sebanyak-banyaknya sehingga dengan demikian, seseorang 
mempunyai kecenderungan pula untuk mempersiapkan diri atau rela 
melakukan cara dalam berbagai cara kejahatan dan sebagainya. 
 
 Perubahan-perubahan harga: dapat dikatakan bahwa keadaan-
keadaan ekonomi dan kriminalitas mempunyai hubungan langsung, 
terutama mengenai kejahatan terhadap milik orang lain, atau 
katakanlah mengenai pencurian. Dalam keadaan pemilikan faktor 
ekonomi tetap dan sementara itu harga tiba-tiba melambung naik, 
maka otomatis jangkauan ekonomi yang dimiliki tadi akan semakin 
berkurang. Dengan berkurangnya daya beli, seseorang akan 
menimbulkan perhitungan dan pertimbangan-pertimbangan itu masih 
dapat dikuasai, akan tetapi jika pada saat yang sama terjadi 
penurunan nilai uang, pertambahan tanggungan keluarga, dan 
sebagainya yang pada pokoknya mempengaruhi standar hidup 
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sehingga menjadi begitu rendah, hal ini dapat menyebabkan 
timbulnya berbagai upaya untuk melakukan tindakan-tindakan 
kriminalitas sebagai jalan keluar. 
 Pengangguran : karena sempitnya lapangan kerja, pertambahan 
penduduk, tidak produktif dari segi pemikiran atau tindakan dan lain-
lainnya sehingga dapat menyebabkan semakin banyaknya 
pengangguran. Pengangguran dapat dikatakan sebagai penyebab 
timbulnya kejahatan-kejahatan yang terjadi dan menimbulkan rasa 
tidak aman, yang kesemuanya itu di latar belakangi oleh kondisi buruk 
faktor ekonomi. 
 
2. Faktor Kurangnya Penghayatan Terhadap Ajaran Agama 
Telah banyak usaha yang dilakukan untuk mengetahui sampai 
sejauh mana pengaruh faktor agama terhadap timbulnya kejahatan.Akan 
tetapi nampaknya belum cukup bukti untuk mengetahui bahwa rendahnya 
nilai agama dapat mengakibatkan orang-orang berbuat jahat. 
Norma-norma yang terkandung di dalam agama (semua agama 
mengajarkan kebenaran dan kebaikan) dan agama itu senantiasa baik 
dan membimbing manusia kearah jalan yang benar, dan menunjukkan 
hal-hal yang dilarang dan yang diharuskan, mana yang baik dan mana 
yang buruk, sehingga jika manusia benar-benar mendalami dan mengerti 
tentang isi agamanya, maka ia senantiasa akan menjadi manusia yang 
baik pula, tidak akan berbuat hal-hal yang merugikan orang lain termasuk 
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tindakan kejahatan. Dan sebaliknya jika agama itu tidak berfungsi bagi 
manusia, hanya sekedar lambang saja, maka ia tidak berarti sama sekali, 
bahkan iman manusia akan menjadi lemah. Kalau sudah demikian 
keadaannya, maka orang mudah sekali untuk melakukan hal-hal yang 
buruk karena sosial kontrol-nya tadi tidak kuat, faktor berkurangnya 
pengajaran atau prngawasan dari orang tua atau keluarga dan mudahnya 
sering  melakukan tindak kejahatan. 
 
 
3. Faktor kurangnya pengetahuan tentang hukum 
Karena kurangnya pengetahuan hukum dalam masyarakat, atau 
kurangnya minat dari masyarakat untuk mengetahui  tentang aturan-
aturan hukum itu sendiri dan mengindahkan dari norma yang berlaku di 
kehidupan masyarakat. sehingga dari masyarakat sering bertindak main 
hakim sendiri bila adanya permasalahan yang terjadi ditengah-tengah 
masyarakat. 
C. Upaya Penanggulangan Oleh Aparat Penegak Hukum  
Kejahatan pada umumnya dan kejahatan pencurian pada khususnya 
tidak dapat dihilangkan, akan tetapi dapat ditekan dari segi jumlahnya. 
Oleh karena itu, usaha pemerintah dalam hal ini aparat penegak hukum 
yang berkompeten dalam menanggulangi tingkat perkembangan delik 
pencurian dalam hal ini delik pencurian kendaraan bermotor , khususnya 
yang terjadi di Kabupaten pangkajene kepulauan dapat digolongkan 2 
(dua) upaya yakni, upaya preventif dan upaya represif. 
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Menurut yusuf Staf di Polres pangkep dalam keterangannya 
kepada penulis (Wawancara 22 desember 2012), bahwa tindakan 
preventif yang dilakukan oleh pihak kepolisian Kabupaten pangkep, antara 
lain sebagai berikut: 
a. Memberikan bimbingan kepada  melalui pengaktifan pelaksanaan 
program kepemudaan sebagai suatu bentuk organisasi yang 
paling sederhana pada tingkat kelurahan atau kecamatan, dengan 
tema memberikan penyuluhan-penyuluhan yang utamanya tentang 
hukum kepada pemuda terhadap pentingnya hubungan keakraban 
antara sesamanya, pembinaan keagamaan, materil serta 
memberikan pengetahuan khusus tentang berumah tangga. 
 
b. Meningkatkan bimbingan-bimbingan dan penyuluhan- penyuluhan 
mengenai keterampilan praktis seperti yang berguna bagi 
kehidupan masyarakat, berupa kursus-kursus dan keterampilan-
keterampilan berwirausaha, mengelola dan untuk mengisi 
waktunya yang luang, sehingga mereka mampu berkarya dan 
berkreatifitas untuk kelangsungan hidup atau bagi keluarganya 
maupun berkarya untuk orang lain dan juga dapat meningkatkan 
tingkat segi pendapatannya. 
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c. Meningkatkan aktivitas olah raga dan seni, antara lain berupa:  
- Latihan dan pertandingan berbagai macam cabang olah raga 
seperti sepak bola, bola volly, bulu tangkis, dan lain 
sebagainya.  
- Latihan dan pertandingan berbagai macam bidang kesenian 
misalnya, lomba tari, lukis, keterampilan daerah dan lain 
sebagainya. 
  
d. Memberikan penyuluhan mengenai lingkungan keluarga agar 
tercipta atau terjalin hubungan yang harmonis antara masyarakat 
sehingga tercipta rasa kekeluargaan. 
 
Selain kegiatan atau preventif tersebut di atas, pihak Polrestabes 
dan jajarannya juga melakukan tindakan represif. Upaya represif ini 
dimaksudkan adalah suatu upaya yang dilakukan untuk mengurangi 
angka atau mengatasi delik pencurian setelah terjadi tindak kriminal 
tersebut. 
Adapun tindak represif yang dilakukan oleh pihak Polres kabupaten 
pangkep, antara lain : 
a. Melakukan penangkapan terhadap pelaku yang melakukan 
pencurian. 
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b. Mengadakan pemeriksaan terhadap tersangka dan barang bukti 
yang di sita serta upaya lainnya dalam rangka untuk penyidikan 
kasus tersebut, dan selanjutnya berkas perkaranya dilimpahkan ke 
Kejaksaan Negeri untuk diproses. 
 
Menurut penulis salah satu cara untuk memperkecil kemungkinan 
terjadinya delik pencurian adalah pihak kepolisian harus intensif 
menerapkan patroli di daerah-daerah yang seringkali terjadi tindak 
kejahatan atau rawan tindak kriminal walaupun tidak langsung dapat 
menekan delik pencurian, tapi paling tidak dapat mengurangi 
kemungkinan-kemungkinan terjadinya delik-delik tersebut. Karena salah 
satu penyebab maraknya pencurian karena lokasi yang rawan pencurian 
adalah wilayah-wilayah  yang kurang dalam pengawasan dari pihak-pihak 
kepolisian. 
Kecepatan pihak kepolisian dalam mendatangani tempat kejadian 
perkara juga merupakan hal yang patut diperhatikan dalam 
menanggulangi terjadinya delik pencurian. Karena dalam beberapa 
kejadian pihak kepolisian sering terlambat datang ke tempat kejadian 
perkara hal tersebut merupakan bagian dari kurang agresifnya pihak 
kepolisian. 
Sikap proaktif dari pihak kepolisian itu semua adalah merupakan 
hal penting dalam menanggulangani delik pencurian selain dari harusnya 
ada kesadaran diri dari masyarakat untuk menjaga harta bendanya. 
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Karena pihak kepolisian adalah mitra masyarakat sehingga pihak 
kepolisian dan aparat penegak hukum harus dapat menumbuhkan dan 
memerikan perasaan aman bagi masyarakat dalam menempati suatu 
lokasi. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik 
beberapa kesimpulan sesuai dengan pokok permasalahan yang telah 
diidentifikasikan sebagai berikut: 
a. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya delik pencurian 
kendaraan bermotor di Kabupaten pangkep dari tahun 2009 
sampai dengan tahun 2011,  yaitu; faktor yang berasal dari 
dalam diri pelaku karena iri hati dan kurangnya pengajaran 
tentang agama. Selain itu ada juga faktor yang berasal dari luar 
diri pelaku yaitu, faktor ekonomi, faktor kurangnya pengajaran 
atau penghayatan  tentang agama dan faktor-faktor kurangnya 
pengetahuan tentang hukum. 
 
b. Adapun upaya yang ditempuh oleh aparat penegak hukum 
dalam rangka menanggulangi delik pencurian kendaraan 
bermotor, secara garis besarnya dilakukan dua upaya yakni; 
upaya pencegahan/preventif, yaitu Memberikan penyuluhan-
penyuluhan  mengenai lingkungan keluarga dan bermasyarakat 
agar tercipta atau terjalin hubungan yang harmonis antara 
masyarakat sehingga tercipta rasa kekeluargaan. dan upaya 
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pemberantasan/represif  yaitu melakukan penangkapan terdahap 
pelaku-pelaku yang melakukan tindakan kejahatan dan 
melakukan pelanggaran,  Mengadakan pemeriksaan terhadap 
tersangka dan barang bukti yang telah di kumpulkan serta 
upaya-upaya lainnya dari pihak kepolisian dalam rangka untuk 
penyidikan kasus-kasus tersebut, dan selanjutnya berkas-berkas 
perkaranya akan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri untuk 
diproses. 
 
B. Saran 
a. Memperhatikan adanya beberapa faktor yang melatarbelakangi 
terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor di kabupaten 
pangkep, maka hendaknya sedini mungkin pemerintah yang 
berwenang meningkatkan penyuluhan-penyuluhan hukum 
kepada masyarakat, agar masyarakat dapat mengetahui dan 
memahami dengan baik dan menyadari tentang hak-hak dan 
kewajiban-kewajibannya sebagai warga negara yang hidup 
dalam negara yang berdasarkan hukum (Rechtstaat). Guna lebih 
mengaktifkan upaya-upaya penanggulangan kejahatan 
pencurian dan pelanggaran kendaraan bermotor di Kabupaten 
pangkajene kepulauan, hendaknya ditingkatkan pula 
penyuluhan-penyuluhan tentang ajaran agama kepada seluruh 
lapisan masyarakat, sebab dengan dasar keimanan yang kuat 
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dalam diri seseorang, niscaya mereka akan menyadari bahwa 
perbuatan-perbuatan tindak kejahatan atau pelanggaran  adalah 
disamping agar tidak melakuakan kejahatan dan melanggar 
hukum-hukum positif di Indonesia, juga merupakan perbuatan-
perbuatan yang dilarang oleh agama dan mendapat balasan di 
akhirat nanti. 
b. Hendaknya para petugas Lembaga Pemasyarakatan terus 
meningkatkan pembinaan para narapidana (warga binaan), agar 
mereka dapat memiliki kesiapan mental dan pengetahuan 
keterampilan-keterampilan khusus sebelum kembali kedalam 
kehidupan bermasyarakat, supaya mereka dapat terhindar dari 
pengaruh-pengaruh atau  perbuatan-perbuatan kejahatan 
apapun itu. 
 
c. Hendaknya pihak kepolisian cepat dalam mendatangi sebuah 
tempat kejadiaan perkara. Karena dalam beberapa kasus pihak 
kepolisian yang sering terlambat dalam menanggapi pengaduan 
dari masyarakat. 
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